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Abstract: Effect of Local Taxes and Levies Against Economic Growth, Poverty, and Unem-

ployment. This research measured the regional tax and regional dues toward economic growth, 

poverty, and unemployment. This purpose is to explain how the impact of regional tax and re-

gional dues to increase economic growth, and to decrease poverty, and unemployment. This is a 

quantitative research with the basic year model and one lag year model. Using the object from 

RAPBD on 2006 – 2010 in Bojonegoro district, this research also used ordinary least squares 

start from best linear unbiased prediction. The result showed that both the model of regional tax 

and regional dues no influence significantly toward economic growth, poverty, and unemploy-

ment. This caused of the regional tax and regional dues not to use for working to increase eco-

nomic growth, and to decrease poverty, and unemployment. 

 
Abstrak: Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekono-

mi, Kemiskinan, Dan Pengangguran. Penelitian ini menguji pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Tujuan dari penelitian ini ada-

lah untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan 

kemiskinan serta pengangguran dapat berkurang melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Pen-

dekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan persamaan tahun dasar dan lag 

satu tahun. Dengan menggunakan objek Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBD) tahun 

2006 -2010 Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi 

berganda yang dimulai dengan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

baik dari persamaan tahun dasar maupun lag satu tahun, pajak daerah dan retribusi daerah tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. 

Hal ini disebabkan kemungkinan pajak daerah dan retribusi daerah belum sepenuhnya difokuskan 

sebagai kegiatan peningkat pertumbuhan serta penurunan kemiskinan dan pengangguran di Ka-

bubaten Bojonegoro. 

 
Kata Kunci: pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan penganggu-

ran 

 

 
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 

sumber pendapatan daerah yang penting untuk 

membiayai penyelenggaraan dan pembangunan 

daerah (Sidik, 2002; Kurniawan dan Purwanto, 

2006). Lebih lanjut Kuncoro (2004) menyata-

kan bahwa pembangunan ekonomi daerah ada-

lah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

seluruh komponen masyarakat mengelola ber-

bagai sumber daya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu 

lapangan pekerjaan baru dan merangsang per-

kembangan kegiatan ekonomi dalam daerah 

tersebut. Sehingga, pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah ditandai dengan meningkatnya produkti-

fitas serta pendapatan perkapita dari masyarakat 

daerah tersebut. Masih menurut Kuncoro 

(2004) bahwa tiga masalah pokok yang harus 

diperhatikan dalam mengukur pembangunan 

suatu negara atau daerah, yaitu: 1) apa yang 

terjadi pada tingkat kemiskinan, 2) apa yang 

terjadi terhadap pengangguran, dan 3) apa yang 
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terjadi terhadap ketimpangan dalam berbagai 

bidang. 

Tenyata meningkatnya pajak daerah dan 

retribusi daerah tidak selalu berpengaruh terha-

dap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penu-

runan kemiskinan dan pengangguran. Hal terse-

but pernah diteliti Prasetiyo (2010) pada pro-

pinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa 

pajak daerah tidak berpengaruh pada pertumbu-

han ekonomi dan kemiskinan tetapi justru dapat 

meningkatkan pengangguran. Sedangkan retri-

busi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi namun tidak berpengaruh pada ke-

miskinan dan pengangguran. Hal ini juga didu-

kung oleh Setiyawati dan Hamzah, (2007); 

Hamzah, (2007) yang menyatakan bahwa Pen-

dapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif 

terhadap pengangguran. Pertumbuhan ekonomi 

yang semakin meningkat, ternyata juga ber-

dampak pada meningkatnya penggangguran 

(Setiyawati dan Hamzah, 2007; Nurhaeni dan 

Hamzah, 2007). Sedangkan Hamzah (2007) 

menemukan pertumbuhan ekonomi tidak mem-

punyai pengaruh terhadap kemiskinan dan pen-

gangguran. 

Penelitian ini ingin mengkaji kembali 

tentang teori fungsi pajak daerah dan retribusi 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, ke-

miskinan dan pengangguran pada satu kabupa-

ten yakni kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini 

berusaha untuk mengukur tingkat keberhasilan 

pajak daerah dan retribusi daerah terhadap per-

tumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengang-

guran. 

 

METODE  

 

Penelitian ini adalah penelitian kuantita-

tif. Populasi dari penelitian ini adalah Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) Kabupaten Bojonegoro. Sampel yang 

digunakan adalah Realisasi Anggaran Pendapa-

tan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten 

Bojonegoro tahun 2006 – 2010. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

documenter. Adapun data dokumenter yang 

digunakan adalah 1) Laporan RAPBD Kabupa-

ten Bojonegoro berupa pajak daerah dan retri-

busi daerah periode 2006-2010; dan 2) Data 

pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pen-

gangguran periode 2006-2010. Sedangkan 

sumber data adalah data sekunder yang dipero-

leh dari Badan Pusat Statistik dan situs online 

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan da-

lam penelitian ini adalah dokumentasi. 

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini di-

gambarkan pada Gambar 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen: 

1. Pajak Daerah (PD) adalah iuran wajib kepa-

da daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang. Pajak Daerah diukur oleh total 

Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan 

dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, 

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 

Air Permukaan, dan Pajak Hiburan.  

2. Retribusi Daerah (RD) adalah pemungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian ijin tertentu yang khusus disedia-

kan oleh pemerintah daerah untuk kepentin-

gan publik. Retribusi Daerah diukur dari to-

tal jenis Retribusi Jalan Umum, Retribsi Jasa 

Usaha, dan Retribusi jassa Perijinan Terten-

tu.  

 

Variabel Dependen : 

 

1. Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah  per-

kembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang di-

produksi dalam masyarakat bertambah dan 

kemakmuran masyarakat meningkat. Pengu-

kuran variabel Pertumbuhan Ekonomi ada-

lah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

2. Kemiskinan (KM) adalah kondisi dimana 

seseorang tidak mampu untuk mencukupi 

kebutuhan primer maupun sekunder yang 

bersifat mendasar. Adapun kemiskinan di-

ukur dengan menggunakan perhitungan se-

bagai berikut: 

Variabel Dependen: 

a. Pertumbuhan 

Ekonomi (PE) 

b. Kemiskinan 

(KM) 

c. Pengangguran 

(PN) 

Variabel Inde-

penden: 

a. Pajak Dae-

rah (PD) 

b. Retribusi 

Daerah (RD) 

PE = (PDRBt-PDRBt-1) X 100% 

PDRBt-1 
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3. Pengangguran adalah penduduk yang tidak 

bekerja, tetapi  sedang mencari pekerjaan 

atau sedang mempersiapkan suatu usaha ba-

ru atau penduduk yang tidak mencari peker-

jaan karena tidak mungkin mendapatkan pe-

kerjaan. Pengangguran ini diukur dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Teknik Analisis Data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan analisis 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data adalah 

dengan menggunakan program SPSS versi 17. 

Pengolahan data menggunakan polling data 

yakni menggabungkan data  time series dan 

crsoss sectional. Adapun teknik analisis yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1. Analisis Deskriptif  

Analisis Deskriptif ini digunakan untuk 

mengetahui gambaran yang jelas tentang data 

yang berupa nilai minimum, maksimum, rata-

rata, dan standart deviasi dari variabel pajak 

daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak, 

pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta pen-

gangguran. 

2. Uji Asumsi Klasik  

Uji Asumsi Klasik adalah uji persyaratan 

sebelum melakukan uji regresi linear berganda. 

Tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk 

memenuhi beberapa unsur akurasi daya pendu-

ga parameter yang tidak bias dan untuk melihat 

tingkat ketelitian yang akan mencerminkan 

tingkat efisien hasil (Sodarmanto, 2005). Ada-

pun uji asumsi klasik yang akan digunakan da-

lam analisis penelitian ini adalah Uji Normali-

tas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisi-

tas, dan Uji Autokorelasi. 

 

a. Uji Normalitas  

Digunakan untuk menguji apakah da-

lam model regresi, variabel dependen, variabel 

independen atau keduanya memiliki distribusi 

normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

melihat normal probability plot yang mana 

membandingkan distribusi kumulatif dari dis-

tribusi normal. Distribusi normal akan mem-

bentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi 

data residual normal, maka garis yang meng-

gambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 

garis diagonalnya (Ghozali, 2006). 

 

b. Uji Multikolinearitas  

Digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Multikolinearitas dapat dilihat 

melalui dua cara yakni:  

Multikolinearitas dapat disebabkan ka-

rena adanya efek kombinasi dua atau lebih va-

riabel independensetiap peneliti harusmenentu-

kan tingkat kolinearitas yang masih dapat dito-

lelir. sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama 

denga tingkat kolinearitas 0,95 atau 95%. 

Multikolinearitas juga dapat  dilihat da-

ri nilai tolerance dan variance inflation faktor 

(VIF). jadi nilai tolerance yang rendah maka 

nilai VIF yang tinggi (karena 

VIF=1/Tolerance). Nilai cut off  multikolineari-

tas adalah nilai tolerance < 0,1 atau sama den-

gan nilai VIF >10 (Ghozali, 2006). 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan kepengamatan yang lain 

(Ghozali, 2006). Model regresi yang baik ada-

lah homoskesdastisitas atau tidak terjadi Hete-

roskedastisitas. Jika ada pola tertentu, seperti 

titik yang membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menempit) 

maka telah terjadi heterokedastisitas. Sedang-

kan jika ada pola yang jelas, serta titik yang 

mengebar diatas dan dibawah angka nol pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

  

d. Uji Autokorelasi  

digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesala-

han pengganggu pada periode t dengan dengan 

kesalahn penganggu pada periode t-1 (Sebe-

lumnya). Cara mendeteksi ada atau tidaknya 

korelasi dengan menggunakan uji durbin wat-

son (DW) yang mana digunakan untuk autoko-

relasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya 

konstanta dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lagi diantara variabel independen. 

 

KM = (∑Penduduk Miskin Kategori 2) 

+ (∑ Penduduk Miskin Kategori 3) X 

100% 

(∑ 

Pendu

du-

duk) 

PN = (∑ Pengangguran) X 100% 

∑ Angkatan Kerja 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengertian pajak daerah adalah iuran wa-

jib yang dilakukan oleh orang pribadi atau ba-

dan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berda-

sarkan peraturan perundang undangan yang ber-

laku yang digunakan untuk membiayai penye-

lenggaraan pemerintah daerah dan pembangu-

nan daerah (PP Nomor 65 Tahun 2001). Pajak 

dibagi menjadi dua yakni pajak daerah dan pa-

jak propinsi. Sedangkan pengertian retribusi 

daerah adalah pungutan daerah sebagai pem-

bayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan (PP Nomor 66 Tahun 2001). 

Sukirno (2004) menyatakan bahwa dalam ke-

giatan perekonomian yang sebenarnya pertum-

buhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi 

fiskal yang terjadi disuatu Negara, seperti per-

tambahan jumlah dan produk barang industri, 

perkembangan infrastruktur, pertambahan jum-

lah sekolah, pertambahan produksi, kegiatan-

kegiatan ekonomi yang sudah ada dan berbagai 

perkembangan lainnya. Senada dengan Arsyad 

(1999) bahwa pertumbuhan ekonomi juga diar-

tikan sebagai kenaikan Gross Domestik Product 

(GDP) atau Gross National Product (GNP) tan-

pa memandang apakah kenaikan itu lebih besar 

atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan pen-

duduk, atau apakah perubahaan struktur eko-

nomi terjadi atau tidak. Salah satu cara untuk 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ting-

gi, berkualitas, dan berkelanjutan adalah mela-

lui pembangunan infrastruktur yang mampu 

memberikan manfaat luas bagi rakyat, seperti: 

jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, li-

strik, air bersih, jaringan telekomunikasi, salu-

ran irigasi dan bendungan (BPS, 2007).  

Kuncoro (2004) menyatakan tingkat per-

tumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbu-

han yang sebenarnya atas barang-barang dan 

jasa yang diprediksikan pada suatu perekono-

mian untuk menentukan tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang dicapai oleh negara perlu dihi-

tung pendapatan riil yaitu Produk Domestic 

Regional Bruto (PDRB).  

Arsyad (2004) menambahkan jika ingin 

tumbuh perekonomian harus menabung dan 

menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari 

output totalnya. Semakin banyak tabungan dan 

kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat 

perekonomian itu akan tumbuh. Apabila pen-

duduk sudah terlalu banyak, pertambahannya 

akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi 

karena produktivitas margin penduduk telah 

negatif, makar kemakmuran masyarakat menu-

run kembali dan perekonomian akan mencapai 

tingkat perkembangan yang sangat rendah. 

Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan 

telah mencapai keadaan tidak berkembang pada 

keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai 

tingkat cukup hidup (subsistence).  

Widarjono (1999) menyatakan bahwa 

pertumbuhan penduduk yang tinggi juga men-

gakibatkan pertumbuhan angkatan kerja yang 

tinggi.  Proporsi yang besar dari penduduk yang 

berusia muda di dalam angkatan kerja akan 

mendorong perubahan teknologi dan pertumbu-

han ekonomi melalui mobilitas dan adaptasi 

mereka. Disamping itu tekanan kepadatan pen-

duduk akan mendorong penggunaan teknologi 

baru, pengelolaan sumber daya alam yang lebih 

efisien, meningkatkan tabungan dan akhirnya 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Kemiskinan merupakan persoalan multi-

dimensi yang kompleks dan menjadi tolak ukur 

keberhasilan pembangunan. Rendahnya sumber 

daya manusia yang ada berakibat sebagian 

orang tidak mampu menemukan sumber peng-

hasilan yang cukup bagi diri sendiri maupun 

keluarga. Pada dasarnya definisi kemiskinan 

dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi ekonomi 

dan sosial.  Dari sisi ekonomi, kemiskinan be-

rarti ketidakmampuan seseorang untuk meme-

nuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan yang 

bersifat mendasar.  Sedangkan dari sisi sosial 

diartikan sebagai ketidakmampuan dalam peran 

sosial.  Berdasarkan data Survei Sosial Ekono-

mi Nasional (Susenas) 2007, selanjutnya dila-

kukan penentuan klasifikasi rumah tangga 

miskin kedalam 3 kategori, yaitu mende-

kat/hampir miskin, miskin, dan sangat miskin 

yang mengacu pada Garis Kemiskinan (GK). 

GK sendiri tersusun atas penjumlahan Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis 

Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Sedang-

kan penduduk miskin adalah penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebu-

lan dibawah GK (BPS, 2007). 

Sukirno (2004) mendefinisikan lingkaran 

perangkap kemiskinan atau dengan singkat 

lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian 

kekuatan-kekuatan yang paling mempengaruhi 

satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan keadaan dimana sesuatu negara 

akan tetap miskin dan akan mengalami banyak 
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hambatan untuk mencapai tingkat pembangu-

nan yang lebih tinggi.  

Amar (2002) menambahkan bahwa da-

lam mengentaskan kemiskinan berbagai upaya 

telah dilakukan oleh pemerintah, namun upaya 

tersebut belum membuahkan hasil optimal ka-

rena sebagian besar kehidupan masyarakat 

miskin nyaris belum mengalami perubahan, 

mereka masih subsistem dan involutif.  Terja-

dinya hal tersebut salah satu diantaranya dis-

ebabkan oleh kegagalan kebijakan pemerintah 

(public policy failure) karena kurang memper-

hatikan dimensi tata ruang wilayah dan cende-

rung menggeneralisasi masalah kemiskinan. 

Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar di-

bandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja 

menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pen-

gangguran merupakan salah satu masalah utama 

dalam jangka pendek yang selalu dihadapi se-

tiap negara. Karena itu, setiap perekonomian 

dan negara pasti mengalami masalah pengang-

guran, yaitu pengangguran alamiah (natural rate 

of employment) (Amir, 2008). Pengangguran 

adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi se-

dang mencari pekerjaan atau sedang memper-

siapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang 

tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan atau penduduk yang 

tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima 

bekerja tetapi belum bekerja. (Putong, 2003; 

Todaro, 1995). 

Badan Pusat Statistik menyebut indikator 

untuk melihat perkembangan pengangguran 

adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 

Secara konseptual TPT adalah perbandingan 

antara banyaknya penduduk usia kerja (15 ta-

hun ke atas) yang menganggur dibandingkan 

dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang 

termasuk angkatan kerja. TPT ini dapat diguna-

kan sebagai indikator kegiatan ekonomi makro 

disuatu wilayah/negara, karena mampu membe-

rikan gambaran tentang seberapa besar jumlah 

angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam 

kegiatan ekonomi di suatu negara/wilayah ter-

sebut. Sehingga TPT dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Amir (2008) menyatakan bahwa tingkat 

pengangguran sebesar 5,7% masih merupakan 

pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran 

alamiah adalah suatu tingkat pengangguran 

yang alamiah dan tidak mungkin dihilangkan. 

Tingkat pengangguran alamiah ini sekitar 5 -6% 

atau kurang. Artinya jika tingkat pengangguran 

paling tinggi 5% itu berarti bahwa perekono-

mian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja 

penuh (full employment).  

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ke-

miskinan, dan Pengangguran pernah diteliti 

oleh beberapa penulis yakni: Studi Setiyawati 

dan Hamzah (2007) memberikan bukti empiris 

yang cukup tentang pengaruh antara PAD dan 

pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menyata-

kan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 

PAD sebenarnya merupakan akses dari pertum-

buhan ekonomi (Saragih, 2005), semakin tinggi 

PAD maka semakin meningkat laju pertumbu-

han ekonominya (Adi, 2006). Hal ini dikarena-

kan pajak dan retribusi daerah dikembalikan 

kepada masyarakat untuk mengembangkan dan 

menumbuhkan perekonomian daerahnya (Se-

tiyawati dan Hamzah, 2007). 

PAD merupakan gabungan dari kompo-

nen pendapatan yakni pajak daerah dan retribusi 

daerah.  Sehingga bisa disimpulkan kalau pajak 

daerah dan retribusi daerah juga akan berpenga-

ruh terhadap kemiskinan dan pengangguran.  

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa 

PAD pada kabupaten/kota di proponsi Jawa 

Timur meningkat dari tahun 2001-2003 masing-

masing sebesar Rp 819.655juta, Rp 

877.475juta, dan Rp 1.506.599juta. Sedangkan 

jika dikaitkan dengan data kemiskinan dan pen-

gangguran akan didapat data yang berbanding 

terbalik. Data kemiskinan menurun di tahun 

tersebut yakni masing-masing 20,73%, 20,34%, 

dan 19,52% dan cenderung meningkat pada 

prosentase pengangguran masing-masing sebe-

sar 4,35%, 4,90%, dan 4,81%. 

Siregar (2006) menyatakan bahwa per-

tumbuhan ekonomi merupakan syarat keharu-

san (necessary condition) bagi pengurangan 

kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (suf-

ficient condition) ialah bahwa pertumbuhan 

tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. 

Artinya pertumbuhan tersebut hendaklah me-

nyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk 

di golongan penduduk miskin (growth with eq-

uity). Secara langsung, hal ini berarti pertum-

buhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-

sertor dimana penduduk miskin bekerja (perta-

nian atau sektor yang padat karya). Adapun se-

cara tidak langsung, hal itu diperlukan pemerin-

tah yang cukup efektif dalam mendistribusi 

manfaat pertumbuhan yang boleh jadi dida-

patkan dari sektor modern seperti jasa dan ma-

nufaktur yang padat modal. 
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Hal serupa juga disampaikan oleh Siregar 

dan Wahyuniarti (2008) dalam risetnya yang 

menyatakan bahwa permasalahan kemiskinan 

tidak dapat dipecahkan hanya dengan mening-

katkan pertumbuhan ekonomi semata dengan 

mengharapkan terjadinya efek menetes ke ba-

wah (trickle down effect). Pertumbuhan eko-

nomi merupakan syarat keharusan untuk men-

gurangi kemiskinan, tetapi syarat kecukupannya 

seperti laju inflasi serta laju populasi penduduk 

yang terkendali, industrialisasi perta-

nian/pedesaan yang tepat, serta akumulasi mod-

al manusia yang relatif cepat, harus dipenuhi 

pula. Merkipun demikian pertumbuhan ekono-

mi membawa pengaruh yang signifikan terha-

dap kemiskinan. Hal ini juga pernah dibuktikan 

secara empiris oleh Setiyawati dan Hamzah 

(2007) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi ternyata dapat menurun-

kan tingkat kemiskinan.  

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan 

akibat dari peningkatan kapasitas produksi yang 

merupakan turunan dari peningkatan investasi. 

Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat den-

gan peningkatan penggunaan tenaga kerja, begi-

tu pula dengan investasi. Dengan meningkatnya 

investasi pasti permintaan tenaga kerja akan 

bertambah, sehingga dengan adanya pertumbu-

han ekonomi yang diakibatkan adanya pening-

katan investasi berpengaruh terhadap penurunan 

tingkat pengangguran dengan asumsi investasi 

tidak bersifat padat modal. Hal ini telah dibuk-

tikan secara statistik oleh Amir (2008) bahwa 

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pen-

gangguran adalah signifikan dengan koefisien 

pengangguran sebesar -0,464 yang artinya bah-

wa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 

persen maka pengangguran akan menurun seki-

tar 0,46 persen. 

Namun hal tersebut berbeda dengan apa 

yang ditemukan oleh Setiyawati dan Hamzah 

(2007); dan Nurhaeni dan Hamzah (2007) yang 

menyimpulkan bahwa meningkatnya pertum-

buhan ekonomi berdampak pada meningkatnya 

penggangguran. Lalu lebih lanjut, Hamzah 

(2007) ternyata tidak menemukan hubungan 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan 

pengangguran.  

Data Badan Pusat Statistik juga mencatat 

kenaikan angka pertumbuhan ekonomi statistik 

kabupaten/kota di Jawa Timur didapat rata-rata 

pertumbuhan ekonomi meningkat dari penga-

matan selama tiga tahun yakni tahun 2001-2003 

yakni masing-masing sebesar 3,39%, 4,07%, 

dan 4,28%. Bila dikaitkan dengan data ke-

miskinan dan pengangguran akan didapat data 

yang berbanding terbalik. Data kemiskinan me-

nurun di tahun tersebut yakni masing-masing 

sebesar 20,73%, 20,34%, dan 19,52% dan cen-

derung meningkat pada prosentase penganggu-

ran yakni masing-masing sebesar 4,35%, 

4,90%, dan 4,81%. Artinya bahwa ternyata per-

tumbuhan ekonomi membawa dampak pada 

pengurangan kemiskinan namun belum mampu 

mengurangi tingkat pengangguran. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik 

maka diperoleh hasil statistik deskriptif seba-

gaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut ini: 

Tabel 1 

Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 

N 

Mini-

mum 

Maxi-

mum Mean 

Std. 

Devia-

tion 

Pajak Dae-

rah 

5 9.13 114.45 85.792

4 

43.4888

8 

Retribusi 

Daerah 

5 22.70 108.69 70.933

0 

41.3542

1 

Pertumbu-

han Ekono-

mi 

5 10.03 11.84 10.554

0 

.74718 

Penganggu-

ran 

5 3.29 8.61 5.6040 1.97967 

Kemiskinan 5 18.78 31.83 24.940

0 

5.38775 

Valid N 

(listwise) 

5 
    

Sumber: Data Diolah 

Hasil Uji Asumsi Klasik adalah sebagai berikut:  

 

1. Uji Normalitas  

Pada model – model persamaan pertama 

sampai keenam berdasarkan hasil pengolahan 

statistik uji normalitas yang ditunjukkan pada 

gambar normal plot yakni disimpulkan bahwa 

penyebaran data (titik) menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 

sehingga model regresi persamaan pertama te-
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lah memenuhi asumsi normalitas. Maka model 

pertama sampai ke-enam telah memenuhi 

asumsi normalitas. 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan hasil pengolahan statistik, 

diperoleh Uji Multikolinieritas pada persamaan 

pertama sampai ketiga adalah variabel PD me-

miliki korelasi sebesar 0,657 atau 65,7%. Se-

dangkan nilai Tolerance dan VIF (Tabel 5) va-

riabel PD dan RD memiliki nilai Tolerance di-

bawah 0,1 yakni masing-masing sebesar 0,568 

atau VIF dibawah 10 yakni 1,761 yang artinya 

bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Sedang-

kan hasil uji multikolinieritas atas persamaan 

yang menggunakan model lag satu tahun, yakni 

persamaan empat sampai enam variabel PD 

memiliki korelasi sebesar 0,653 atau 65,3%. 

Sedangkan nilai Tolerance dan VIF variabel PD 

dan RD memiliki nilai Tolerance dibawah 0,1 

yakni masing-masing sebesar 0,574 atau VIF 

dibawah 10 yakni 1,742 yang artinya bahwa 

juga tidak terjadi multikolinieritas.  

 

3. Uji Heterokedastisitas  

Berdasarkan hasil pengolahan statistik, 

diperoleh Uji Heterokedastisitas seperti yang 

terlihat gambar Scatterplot bahwa titik menye-

bar secara diagonal (memiliki pola tertentu). 

Maka dengan demikian dapat disimpulkan 

nahwa persamaan-persamaan tersebut terbebas 

dari asumsi heterokedastisitas. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut tabel Durbin-Watson bahwa ni-

lai baik du dan dl adalah tidak tertera pada ta-

bel. Sehingga tidak dapat menghitung batas pe-

nerimaan maupun penolakan terhadap autokore-

lasi. Sehingga dari pendekatan tersebut bisa 

dikatakan bahwa variable-variabel yang diteliti 

terbebas dari autokorelasi. 

 

Berdasarkan dari hasil olah data pengu-

jian hipotesis didapat bahwa seluruh variabel 

independen yang diteliti baik dengan menggu-

nakan model persamaan tahun dasar dan persa-

maan lag satu tahun tidak memiliki signifikansi. 

Artinya secara persamaan maka hipotesis satu 

sampai dengan enam adalah ditolak. Artinya 

pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpen-

garuh signifikan terhadap pertumbuhan ekono-

mi, kemiskinan dan pengangguran. 

Pajak daerah dan retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

baik dalam model persamaan tahun dasar mau-

pun lag satu tahun. Hal ini senada dengan Pra-

setiyo (2010) yang menunjukkan bahwa pajak 

daerah tidak berpengaruh pada pertumbuhan 

ekonomi namun pada retribusi daerah dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setyowa-

ti dan Hamzah (2007) yang menyatakan bahwa 

PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini disebabkan kemungkinan pa-

jak daerah dan retribusi daerah belum memilki 

kontribusi langsung terhadap masyarakat Bojo-

negoro. Pada dasarnya pajak yang dibayarkan 

masyarakat secara langsung kepada pemerintah 

digunakan untuk mendanai belanja masyarakat 

dan pemerintah itu sendiri. Alokasi belanja 

yang digunakan untuk masysrakat salah satunya 

adalah bentuk pembangunan infrastruktur.  

Pajak daerah dan retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap kemiskinan baik dalam 

model persamaan tahun dasar maupun lag satu 

tahun. Hal ini masih sesuai dengan yang pernah 

dilakukan Prasetiyo (2010) bahwa pajak daerah 

tidak berpengaruh pada kemiskinan. Tetapi Se-

tyowati dan Hamzah (2007) menyatakan lain 

bahwa PAD berpengaruh positif terhadap ke-

miskinan. Dengan kata lain pajak daerah dan 

retribusi daerah belum mampu mengentas ke-

miskinan. Hal ini kemungkinan pemerintah ku-

rang tepat dalam menggunakan program yang 

tepat untuk mengentaskan kemiskinan. Amar 

(2002) menambahkan bahwa pemerintah belum 

mampu mengentaskan kemiskinan disebabkan 

oleh kegagalan  kebijakan pemerintah kurang 

memperhatikan dimensi tata ruang wilayah dan 

cenderung mengeneralisaasi masalah kemiski-

nan. meningkatkan pengangguran. 

Pajak daerah dan retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap pengangguran baik dalam 

model persamaan tahun dasar maupun lag satu 

tahun. Hal ini tidak sesuai dengan Setyowati 

dan Hamzah (2007) dan Prasetiyo (20100 yang 

menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif 

terhadap pengangguran. Dengan kata lain pajak 

daerah dan retribusi daerah belum mampu men-

gurangi pengangguran. Hal ini kemungkinan 

pemerintah kurang tepat dalam memiliki pro-

gram yang tepat untuk mengentaskan pengang-

guran. 
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KESIMPULAN 

 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah me-

rupakan komponen pendapatan daerah. kompo-

nen-komponen pendapatan daerah tersebut tu-

juannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. 

Tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang di-

ukur dalam penelitian ini adalah dengan melihat 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, 

kemiskinan, dan pengangguran. Berdasarkan 

dari hasil analisis data ternyata varabel inde-

penden yakni pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap variabel dependen yakni pertumbuhan 

ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, be-

lum mampu berpengaruh secara signifikan dari 

model persamaan tahun dasar dan lag satu ta-

hun. Hal ini disebabkan kemungkinan pajak 

daerah dan retribusi daerah belum sepenuhnya 

difokuskan sebagai kegiatan peningkat pertum-

buhan serta penurunan kemiskinan dan pen-

gangguran di Kabubaten Bojonegoro. 

Penelitian selanjutnya sebaiknya mema-

sukkan variabel selain pajak daerah dan retribu-

si pajak, misalnya DAU, PAD, bagi hasil pajak 

dan lain sebagainya pada kabupaten Bojonego-

ro. Tahun pengamatan hendaknya diperbanyak 

dan objek penelitian juga sebaiknya diperluas. 
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